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Tanah menjadi salah satu hal yang semakin lama semakin penting untuk kehidupan
sehari-hari bagi masyarakat. Populasi penduduk dunia semakin banyak sementara
kesediaan tanah semakin tidak mampu mengikuti kebutuhan manusia mengingat
jumlah tanah yang tidak bertambah, ditambah dengan peran penting tanah dalam
kehidupan, membuat banyak masyarakat yang berupaya untuk memiliki hak atas
tanah agar terjaminnya kehidupan mereka. Bahkan tak jarang terjadi perselisihan
dan sengketa yang dapat berujung hilangnya nyawa karena perebutan sebidang
tanah. Untuk menghindari terjadinya sengketa tanah tersebut, maka pemerintah
mewajibkan setiap pemilik hak atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga
akan diberikan bukti otentik bahwa tanah tersebut sudah ada yang memiliki. Bukti
tersebut adaah sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional
setempat. Namun meskipun begitu, aering dalam praktek kehidupan masyarakat di
Indonesia ditemukan banyaknya tanah-tanah yang belum terdaftar atau belum
memiliki sertifikat, tetapi ada yang mengakui bahwa tanah tersebut sudah ada yang
memiliki dengan bukti Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa. Kepala Desa ditempatkan pada posisi tokoh dan menjadi suri tauladan,
sehingga seluruh anjurannya akan selalu dianut oleh warganya. Namun sering
terjadi permasalahan dalam pemberian surat keterangan tanah dari Kepala Desa,
terutama masalah tumpang tindih yang menimbulkan sengketa kepemilikan dan
masih menjadi pertanyaan yang harus diperjelas mengenai kekuatan hukum Surat
Keterangan Tanah sebagai bukti kepemilikan tanah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut sebagai
penelitian hukum doktrinal. Sesuai dengan sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu
preskriptif analitis, yang yang menggali adanya kekaburan norma (vegue
norm).dalam hal kedudukan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa. Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan sumber bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik
pengumpulannya dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
mengatur bukti kepemilikan hak atas tanah hanya dapat diakui dan dibuktikan
dengan adanya sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan
Nasional. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan hak atas tanah hanyalah sebagai
bukti yang memperkuat bahwa sebidang tanah telah ada yang mempunyai. Bahkan
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sertipikat pun tidak dapat dikatakan sebagai bukti yang mutlak atau sempurna.
Keterangan-keterangan yang ada dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan
dianggap sebagai keterangan yang benar selama tidak ada pihak lain yang
membuktikan sebaliknya. Sehingga yang akan memutuskan alat pembuktian mana
yang benar terhadap suatu bidang tanah yang bersengketa hanyalah putusan
pengadilan.

Kedudukan surat keterangan tanah menurut Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah bukti fisik atas sebidang
tanah yang digunakan pada saat proses pendaftaran tanah untuk mendukung
kebenaran dalam sertifikat setelah didaftarkan. Sehingga, dengan adanya Surat
Keterangan Tanah saja, tidak menjamin bahwa tanah tersebut sudah benar milik
yang bersangkutan yang kemudian dijamin dan dilindungi oleh hukum. Pada tahun
2016, diterbitkan SE Mentri ATR/Ka. BPN No.1756/15.1/IV/2016, yang
menghapuskan surat keterangan tanah sebagai syarat pendaftran tanah, namun
dalam hal proses pendaftran tanah dengan menggunakan surat keterangan tanah
tetap dapat diterima dan surat keterangan tanah masih dapat diberlakukan selama
yang bersangkutan mamiliki surat keterangan tanah sebagai surat keterangan
penguasaan atas sebidang tanah dalam pendaftran tanah.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bukti kepemilikan hak
atas tanah berdasarkan UUPA; dan kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah dari
Kepala Desa sebagai bukti kepemilikan tanah. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif analitis. Tipe penelitian
adalah meneliti adanya kekaburan hukum atau vague norm terkait kedudukan SKT
yang dikeluarkan Kepala Desa.

UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997 mengatur bukti kepemilikan hak
atas tanah hanya dapat diakui dan dibuktikan dengan adanya sertipikat hak atas
tanah yang diterbitkan oleh BPN. Dokumen lainnya hanyalah sebagai bukti yang
memperkuat bahwa tanah telah ada yang mempunyai. Bahkan sertipikat pun tidak
dapat dikatakan sebagai bukti yang mutlak atau sempurna. Keterangan yang ada
dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan dianggap benar selama tidak ada
yang membuktikan sebaliknya. Sehingga yang akan memutuskan kebenaran bukti
suatu bidang tanah hanyalah putusan pengadilan. Kedudukan SKT menurut Pasal
24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, adalah bukti fisik atas sebidang tanah yang
digunakan pada saat proses pendaftaran tanah untuk mendukung kebenaran dalam
sertifikat setelah didaftarkan. Sehingga, dengan adanya SKT saja, tidak menjamin
bahwa tanah tersebut sudah benar milik yang bersangkutan yang kemudian dijamin
dan dilindungi oleh hukum. Pada 2016, diterbitkan SE Mentri ATR/Ka. BPN
No.1756/15.1/IV/2016, yang menghapuskan surat keterangan tanah sebagai syarat
pendaftran tanah, namun dalam hal proses pendaftran tanah dengan menggunakan
surat keterangan tanah tetap dapat diterima dan SKT masih dapat diberlakukan
selama yang bersangkutan mamiliki SKT sebagai surat keterangan penguasaan atas
sebidang tanah dalam pendaftran tanah.

Kata Kuci : Surat Keterangan Tanah, Kepala Desa, Pendaftaran Tanah.
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